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Abstract

Poverty, which is an important issue of the government, raises the existence of homeless and beggars. Not
only happens in big cities, in small cities there are also still many homeless and beggars like in Pekanbaru City.
To overcome this problem, the Pekanbaru City government in coordination with the Pekanbaru City Civil Service
Police Unit and the Pekanbaru City sosial Office continues to make efforts to minimize the number of homeless on
the streets. This study aims to analyze the implementation and obstacles in coordination between civil service
police units and sosial services in the control of homeless and beggars in the city of Pekanbaru. The theory used in
this study is the coordination theory. This research uses qualitative methods. Data collection techniques are carried
out through observation, interviews and documentation. Data collection techniques are carried out through
observation, interviews and documentation. The results of this study show that government coordination between
civil service police units and sosial services has not been going well. This is because there is still a lack of
coordination carried out in the regulation of homeless and beggars due to the lack of communication carried out,
it can be seen from the absence of a fixed schedule to discuss the requlation of homeless and beggars, and also due
to the lack of public awareness that still violates the rules in daeran regulation Number 12 concerning sosial order
which contains a prohibition not to give money to homeless and beggars on the street.
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Abstrak

Kemiskinan yang menjadi isu penting pemerintah memunculkan keberadaaan para
Gelandangan dan Pengemis. Tidak hanya terjadi di kota besar, di kota kecil juga masih banyak
ditemukan gelandangan dan pengemis seperti di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, pemerintah Kota pekanbaru berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru
dan dinas sosial kota pekanbaru terus melakukan upaya untuk meminimalisir jumlah gelandangan di
jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta hambatan-hambatan dalam
koordinasi antara satuan polisi pamong praja dan dinas sosial dalam penertiban gelandangan dan
pengemis di kota pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah antara
satuan polisi pamong praja dan dinas sosial belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih
kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penertiban gelandangan dan pengemis yang disebabkan
kurangnya komunikasi yang dilakukan, dapat dilihat dari tidak adanya jadwal yang tetap untuk
membahas mengenai penertiban gelandangan dan pengemis, dan juga disebabkan kurangnya
kesadaran masyarakat yang masih saja melanggar aturan dalam peraturan daeran Nomor 12 tentang
ketertiban sosial yang berisi larangan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan
pengemis di jalanan.
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Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjamin akan kesejahteraan
masyarakatnya sebagai Negara yang memiliki luas wilayah dan pulau yang tersebar luas dari
pulau sabang hingga pulau merauke. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk
mewujudkan pembangunan yang merata guna mencapai tujuan kesejahteraan nasional
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang
mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia adalah Negara berkembang dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang
relatif besar. Dengan demikian, fokus utama pemerintah adalah isu-isu kesejahteraan sosial.
Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pemerintah mengacu pada
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang
menyatakan : (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara dan (2) Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan akan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan Negara
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.

Penyebab meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis adalah karena
pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan urbanisasi yang tinggi, namun tanpa
dukungan yang memadai dari sumber daya alam, tenaga kerja yang terampil, lingkungan
yang kondusif, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Hal ini terutama terjadi karena
banyaknya penduduk yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan tanpa persiapan yang
memadai, hanya mengandalkan keberanian tanpa memiliki keterampilan yang diperlukan
untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan
kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi yang mengindikasikan ketidakmampuan
individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik partisipasi ekonomi, sosial, budaya
maupun masyarakat, ditambah dengan kesempatan kerja yang tidak memadai.

Kemiskinan yang menjadi isu penting pemerintah memunculkan keberadaaan para
Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Fakta di lapangan membuktikan bahwa sebagian besar
Gelandangan Dan Pengemis berasal dari masyarakat miskin yang memicu melakukan
kegiatan di jalanan dengan mengemis dan mengamen.

Gelandangan dan Pengemis adalah seorang yang hidup menggelandang dan sekaligus
mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan kebutuhan hidup
yang kurang terpenuhi dan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman
umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain
untuk sekedar tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari (Fadri,2019).

Dengan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk sebagian orang
dengan rendahnya berbagai skill baik di fisik, mental, pendidikan, sosial yang menjadikan
hambatan untuk memiliki sebuah pekerjaan dan sebagian orang tersebut memilih alternatif
dengan menggunakan gelandangan dan pengemis sebagai sumber penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan pokok tersebut..
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Fenomena Gelandangan dan Pengemis telah menjadi pemandangan umum atau
bagian integral dari kehidupan di kota-kota besar. Di Kota Pekanbaru, kehadiran
Gelandangan dan Pengemis di tempat-tempat umum telah menimbulkan masalah sosial di
tengah masyarakat, seperti terganggunya ketentraman sosial dan ketertiban sosial, masalah
lingkungan, munculnya masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Sepintas keberadaan Gelandangan Dan Pengemis memang tidak menimbulkan
permasalahan, namun apabila diselidiki lebih dalam, keberadaan Gelandangan Dan Pengemis
dapat meresahkan masyarakat, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, dan gangguan terhadap lingkungan. Dengan adanya keberadaan Gelandangan
Dan Pengemis, sebagian orang menganggap mereka mengotori dan bercitra negatif, serta
dapat mengganggu keindahan, kebersihan, dan ketentraman masyarakat Kota Pekanbaru.

Para Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru banyak terlihat di tempat-tempat
umum, di perempatan jalan raya hingga jalanan kota yang merupakan jalanan umum yang
digunakan masyarakat Kota Pekanbaru. Setiap harinya mereka beroperasi di tengah
keramaian kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gelandangan Dan Pengemis tidak
memiliki tempat tinggal yang tetap (nomaden) dimana biasanya mereka memilih tidur di
emperan toko, ,pasar, taman, dan tempat tinggal lainnya yang dianggap nyaman untuk
mereka.

Keprihatinan atas meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota
Pekanbaru terlihat dari gangguan yang mereka timbulkan terhadap kenyamanan masyarakat,
terutama para pengguna jalan. Para Gelandangan dan Pengemis ini sering mengganggu
perempatan lampu merah dan jalan-jalan utama di pusat kota dengan perilaku yang tidak
pantas, menggunakan berbagai cara untuk melakukan aksinya, seperti mengamen dengan
alat music, membersihkan kaca mobil yang berhenti di lampu merah dan terkadang ada juga
yang meminta-minta dengan cara memaksa serta memasuki ke tempat tempat umum yang
meski sudah dilarang oleh para pengelolanya.

Menurut irawan (2013), terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai penyebab
sebagian orang memilih menggelandang dan mengemis, yaitu merantau dengan modal nekat,
malas berusaha, cacat fisik, tidak adanya lapangan pekerjaan, tradisi yang turun-temurun,
mengemis daripada menganggur, harga kebutuhan hidup yang mahal, kemiskinan dan terlilit
masalah ekonomi yang akut, disuruh orang tua, ikut-ikutan.

Isu Gelandangan dan Pengemis yang masih terus berlangsung saat ini tetap menjadi
tantangan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini
memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dengan harapan dapat
mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Penyelesaian permasalahan di bidang sosial memang sangat kompleks, memerlukan
koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, baik di provinsi maupun
kabupaten/kota. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintah di Indonesia adalah
masih banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan, masih banyak pemerintah yang tidak
bisa saling menjalin koordinasi, masih banyak dari mereka yang terlihat sibuk dengan ego
mereka masing-masing.

Dalam hal ini, koordinasi ialah suatu fungsi manajemen dalam melaksankan tugas-

tugas yang dijalankan dari macam-macam bagian kerja, misalnya bagian yang terdapat
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didalam organisasi. Pada koordinasi antara dinas social kota pekanbaru dengan satpol pp kota
pekanbaru yaitu suatu tugas yang terlaksana dengan baik, yaitu dengan hubungan kerja yang
dapat efektif. Kemudian, dalam hal ini juga koordinasi yang dilakukan tersebut sangat
penting kaitannya dalam penanggulangan gelandangan serta pengemis di kota pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Ketertiban Sosial
memiliki ketentuan dalam Pasal (3) termuat aturan yang berisi:

a. Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya,
jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

b. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang
kepada Gelandangan dan Pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah
dan jembatan penyebrangan atau di tempat umum.

c.  Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum, di jalan raya, jalur hijau,
persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

Tetapi pada kenyataannya Gelandangan dan Pengemis masih saja tetap berkeliaran di
tempat-tempat umum dan di depan umum, bahkan pemerintah daerah tidak menegakkan
sanksi tegas terhadap Gelandangan dan Pengemis yang sudah terjaring. Terbukti mereka
yang telah terjaring razia setelah ditindaklanjuti dipulangkan, tidak lama kemudian kembali
lagi melakukan kegiatan mengemis.

Hal ini membuktikan bahawa peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008
tentang ketertiban sosial belum diimplementasikan dan dikoordinasikan sepenuhnya oleh
dinas terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas sosial Kota Pekanbaru.

Untuk menangani permasalahan Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru telah mengatur dalam Pasal 8 ayat 4 bahwa satuan Polisi Pamong Praja akan
bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melaksanakan
penertiban dan pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis, baik yang berada di luar
panti maupun yang berada di dalam panti sosial milik pemerintah daerah maupun swasta.
Selain itu, mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru juga dapat dikembalikan ke daerah
asalnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi
pemerintah yang bertanggung jawab menangani masalah Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng) di kota tersebut. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Satuan Polisi
Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta melindungi
masyarakat.

Dinas sosial kota pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintah daerah kota di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan peraturan walikota pekanbaru nomor 97 tahun
2016, dinas sosial kota pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesejahteraan sosial yang
ditetapkan oleh walikota pekanbaru.
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2. Penyusunan pelaksanaan rencana program bidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial
di kota pekanbaru.

3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial di
kota pekanbaru.

4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien
untuk usaha kesejahteraan sosial.

5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah
dilatih dan diberi bantuan.

Dinas sosial dengan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penanggulangan
permasalahan gelandangan dan pengemis, masih terkesan belum efektif, baik dari
pelaksanaan teknis, penertibandan pembinaan maupun dalam pengaw asan dan penindakan.
Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi serta kurangnya solusi dan keseriusam mulai
dari kesiapan hingga realita penyelesaiannya.

Selama ini semua bentuk larangan tegas yang tertulis tersebut hanya sebagai bentuk
peraturan namun tidak dengan tindakannya yang tidak mencerminkan dari suatu
keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Pemerintah dalam hal ini terkesan hanya
sebatas memenuhi tanggung jawab tanpa ada hasil yang membuktikan bahwa kinerja dan
usaha yang dilakukan telah tercapai.

Salah satu tugas dari keberadaan SATPOL PP ialah menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketentraman. Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak SATPOL PP
terkait penertiban Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru yaitu dilakukannya razia
secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum yang
dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelendang dan mengemis.

Kontrol terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 mengenai ketertiban sosial. Pemerintah, melalui Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP), melaksanakan operasi penertiban untuk mengurangi jumlah
Gelandangan dan Pengemis, namun demikian, jumlah mereka nampaknya tidak menurun
bahkan tampaknya meningkat.

Peningkatan angka gelandangan dan pengemis tersebut jika tidak segera diatasi maka
akan menimbulkan masalah lainnya yang akan timbul serta timbulnya gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban masyarakat di kota pekanbaru.

Sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus pertama di Riau, Kota Pekanbaru menjadi
tujuan utama bagi penduduk dari wilayah pedesaan, baik dari masyarakat Riau maupun dari
provinsi lain, yang mencari penghidupan di sana. Namun, meskipun Kota Pekanbaru
menawarkan banyak peluang dalam hal pekerjaan, usaha, dan perdagangan karena
keterbatasan sumber daya yang ada di kota, masih banyak penduduk yang hidup dalam
kemiskinan dan memilih untuk menjadi Gelandangan dan Pengemis. Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan di mana beberapa orang lebih memilih gaya hidup itu meskipun ada
banyak peluang di kota untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tinjauan Pustaka
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Konsep Administrasi Publik

Untuk menyamakan persepsi dan interpretasi tentang apa sesungguhnya yang dimaksud
administrasi, maka dikutip beberapa pendapat pakar administrasi, baik dari pakar luar negeri
maupun pakar dalam negeri sendiri.

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani "administrare” yang artinya
melayani atau membantu. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah
"administration," yang sebenarnya berasal dari kata "Ad" (intensif) dan "ministrare"
(melayani), yang berarti melayani dengan baik. Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan
sebagai pelayanan yang baik (Chrisyanti, 2011:2)

Definisi administrasi dapat dipahami melalui dua perspektif, yakni administrasi dalam
pengertian yang terbatas dan administrasi dalam pengertian yang umum, sebagaimana
dijelaskan oleh Chrisyanti (2013:3-7).

a. Administrasi Dalam Arti Sempit

Administrasi dalam pengertian yang sempit, berasal dari kata "administratie” dalam
bahasa Belanda, yang mengacu pada pekerjaan tulis-menulis atau pengelolaan tata usaha
atau sekretariat. Tugas ini terkait dengan aktivitas seperti menerima, mencatat,
mengumpulkan, mengolah, menduplikasi, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.

b. Administrasi Dalam Arti Luas

Administrasi dalam pengertian yang luas mengacu pada proses kerja sama antara
beberapa individu dengan cara yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. (Chrisyanti, 2011:6-7). Menurut Ordway Tead, administrasi mencakup
aktivitas yang harus dilakukan oleh eksekutif dalam suatu organisasi untuk mengatur,
memajukan, dan melengkapi usaha kerja sama dari sekelompok orang yang bersatu untuk
mencapai tujuan tertentu.

Konsep Organisasi

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang-orang yang
bekerja di dalamnya yang bertujuan untuk mncapai suatu tujuan secara bersamaan. Di dalam
suatu Organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang di
dalamnya, yang mana agar kerja orang-orang di dalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia
memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah organisasi karena merupakan salah satu
sumber daya yang sangat penting. Kehadiran manusia di dalam organisasi memungkinkan
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa kehadiran manusia yang aktif
berkontribusi, organisasi akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Konsep Manajemen

Manajemen hanya merupakan alat yang mengatur tugas agar tercapai tujuan yang
diinginkan. Karena Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan Organisasi,
pegawai dan masyarakat. Setiap Organisasi memerlukan yang namanya Manajemen, karena
Manajemen berdaya guna untuk meningkatkan unsur-unsur Manajemen dan yang bisa
disebut sebagai sumber daya Organisasi.

Konsep Pelaksanaan
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Pelaksanaan bermula dari kata "laksana" yang berarti menjalankan atau melakukan
suatu aktivitas. Ini merupakan tindakan atau eksekusi dari sebuah rencana yang telah disusun
secara cermat dan rinci. Implementasi umumnya dilakukan setelah tahap perencanaan
dianggap sudah siap, dan dalam arti yang sederhana, pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai
penerapan rencana tersebut.

Konsep Koordinasi

Kata coordination berasal dari co- dan ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari
pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan
yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank
or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama
(menyepakati) hal tertentu.

Gelandang dan Pengemis

Menurut Sastraatmadja (1987), gelandangan adalah kelompok masyarakat yang
terasing dan sering ditemukan dalam kondisi tidak lazim, seperti di bawah jembatan, di
lorong-lorong sempit, di sekitar rel kereta api, atau di depan toko. Mereka memiliki gaya
hidup yang sangat berbeda dengan masyarakat lainnya.

Menurut Kuntari dan Hikmawati (2017), pengemis adalah individu yang mencari
penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum menggunakan berbagai alasan dan
metode, dengan harapan mendapatkan simpati dari orang lain.

Menurut Setiawan (2020), Gelandangan dan Pengemis merupakan representasi dari
kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi karena berada dalam kondisi sub-
marginal.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat
daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan pemerintah daerah
diatur secara tegas dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Pembentukan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja. Pasal 5 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki
tugas utama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta melaksanakan
perlindungan terhadap masyarakat.

Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas utama dalam menjalankan sebagian
urusan pemerintah daerah Kota di bidang kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016.

Anita dan Nurmasari
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 /2024 448



Metode

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan secara tepat objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitasnya, serta
menjelaskan tentang variabel yang tengah diselidiki, yakni pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menangani masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisa data bersifat induktif atau kualitatif
dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis
sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data primer, menurut sugiyono (2018:456) adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder, menurut Sugiyono (2018:456) adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau perantara dan
atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah
sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topic
penelitian.

Dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

a. Pengumpulan Data

Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin
lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi.

b. Reduksi Data

Data yang telah disederhanakan akan memberikan gambaran yang lebih terperinci,
serta mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya dan pencarian
data jika diperlukan. Proses reduksi data dalam penelitian ini dimulai sejak penentuan
pokok masalah, perumusan masalah, dan juga pemilihan teknik pengumpulan data yang
akan digunakan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif ini, presentasi data dapat mengambil bentuk ringkasan
naratif, diagram, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Oleh karena itu,
penyajian data dalam penelitian kualitatif ini akan berupa teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mencakup temuan baru yang
sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran
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yang lebih rinci tentang suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau bahkan tidak
diketahui, yang kemudian diteliti untuk menjadikannya lebih terang. Selain itu,
kesimpulan juga dapat meliputi hubungan antara berbagai konsep, hipotesis, atau teori
yang dijelaskan melalui analisis data dan temuan yang didapat

Hasil dan Pembahasan

Menurut Handoko (2016:193) menuliskan bahwa “koordinasi adalah proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”

Secara luas koordinasi menurut leonard dalam (Fatahilah, 2019) bahwa “ koordinasi
adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta
mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-
masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan
Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan
pengemis di Kota Pekanbaru bisa dilihat dari berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan bagi dinas terkait dalam menanggulangi permasalahan gelandangan
dan pengemis di Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang digunakan sebagai tolak ukur
koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) diantaranya yaitu Kerjasama, Komunikasi,
Pembagian Kerja dan Disiplin.

Untuk meninjau koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan
Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, maka penulis
uraikan sebagai berikut:

1. Kerjasama

Dalam melakukan koordinasi agar berjalan dengan baik maka dibutuhkan sebuah
kerjasama. Kerjasama adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang
saling terkait untuk saling membantu dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan
pengemis di Kota Pekanbaru maka diperlukannya sebuah kerjasama antara instansi-instansi
yang bersangkutan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial
Kota Pekanbaru. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling melengkapi dan membantu
dengan melakukan atau mengerjakan tugas yang telah ditetapkan.

a. Adanya SOP Dalam Penertiban

Dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota
Pekanbaru, maka dari itu hal terpenting yang dapat dilakukan ialah setiap instansi
yang berkaitan atau bersangkutan bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan
di setiap instansi tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Dan
dalam pelaksanaan tugas tersebut para anggota instansi sudah paham atau mengerti
SOP apa saja yang telah ditentukan dalam penertiban tersebut agar sesuai dengan
tujuan dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan.

b. Melakukan Razia Rutin
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Razia atau patroli terhadap gelandangan dan pengemis dari Satpol PP dilakukan
secara rutin. Razia tersebut difokuskan di titik-titik yang rawan persebaran gepeng
berada.

Petugas berwajib melakukan patroli rutin di berbagai ruas jalan raya, jalur hijau,
persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan dan tempat umum lainnya.
Petugas berwajib bekerja setiap hari patroli, ada shift pagi dan shift sore. Begitu
melihat ada kedapatan gelandangan dan pengemis akan dibawa langsung ke shelter
untuk dilakukan assessment.

Dalam melakukan penertiban baik Satpol PP ataupun Dinas Sosial sudah
melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Dan razia yang mereka lakukan pun
bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota
Pekanbaru. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan
gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat.

2. Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena
komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang
dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi itu merupakan suatu
upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan
melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang
tersebut.

Informasi terkait gelandangan dan pengemis sudah dilakukan dengan cara memasang
spanduk/baliho dan menyebarkan brosur-brosur di titik-titik yang terdapat gelandangan dan
pengemis berada. Dan juga dihimbaukan di platform media sosial seperti, Instagram,
FaceBook dan Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Informasi yang
disampaikan terkait himbauan agar masyarakat yang masih memberi kepada gelandangan
dan pengemis, hal itu sudah ada aturannya juga di dalam undang-undang. Hal ini menjadi
salah satu faktor meningkatnya jumlah gepeng di Kota Pekanbaru ini.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah rincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam
organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Perlu
diadakannya pemisahan tugas dan membaginya kepada sejumlah orang, karena pembagian
pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan
menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

a. Adanya Pembagian Tugas Antara Dinas Terkait

Dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah penertiban daerah dan menjangkau
atau mencegah tentunya dari pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum, kerjasama
antara pihak Satpol PP dan Dinas Sosial yaitu dalam penertiban. Pihak Satpol PP sebagai
penegak perda yang melakukan penertiban umum, sedangkan Dinas Sosial yang
melakukan pembinaan yang dilakukan untuk para gelandangan dan pengemis yang telah
terjaring oleh pihak Satpol PP.

b. Bekerja Sesuai Tugas Dan Fungsi
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Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan
tersebut dijelaskan kami melakukan tindakan razia penertiban lalu setelah itu diserahkan
kepada Dinas Sosial untuk dilakukan tahap pembinaan.

Dinas Sosial selaku yang menjalankan tugas perda dan perkada dalam menangani
masalah gelandangan dan pengemis ini hanya menindaklanjuti hasil dari penjaringan razia
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil penertiban tersebut pihak Dinas
Sosial akan mendata mereka para gepeng dan lalu kami berikan pembinaan.

4.Disiplin
Dalam setiap organisasi yang kompleks, penting bagi setiap bagian untuk bekerja
secara terkoordinasi agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Disiplin mencakup sikap

dan perilaku individu maupun kelompok untuk patuh dan tunduk terhadap peraturan yang
berlaku di organisasi tersebut.

a. Bekerja sesuai prosedur

Dalam melakukan penertiban sesuai aturan dan SOP untuk turun ke lapangan
melakukan razia. Terkadang pihak berwenang juga menerima laporan keresahan dari
masyarakat atas keberadaan mereka. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke kantor
untuk dilakukan pendataan dan diintrogasi. Setelah itu diserahkan kepada Dinas Sosial
untuk dilakukan pembinaan.

b. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum

Pihak Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan semaksimal mungkin berusaha agar
dapat menimbulkan rasa jera agar para pengemis yang terjaring dan sedang dalam masa
pembinaan tidak mengemis lagi ke depannya baik itu ke jalanan, simpang lampu merah,
di emperan toko, di tempat makan dan juga tempat perkumpulan masyarakat. Namun,
fakta di lapangan mengemis sudah menjadi sebuah profesi bukan bekerja karna
kebutuhan. Kendalanya juga dari masyarakat yang masih suka memberikan uang kepada
gepeng saat dihampiri oleh gepeng tersebut.

Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan Dan
Pengemis Di Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan kerjasama untuk suatu kegiatan, tidak selalu berjalan lancar
karena kemungkinan adanya hambatan yang akan dihadapi. Pada proses koordinasi dalam
penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, meskipun kerjasamanya telah
berjalan dengan baik, masih mungkin muncul faktor-faktor penghambat yang dapat
memengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.. Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah berupaya dalam
mengatasi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dan dalam mengatasi
hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial mendapatkan beberapa hambatan
dalam proses pelaksanaan-Nya. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta
dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini. Dan juga
dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah gelandangan dan
pengemis yang membuat usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini
menjadi terhambat dan semakin sulit.
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2. Masih kurangnya ketegasan penegakan sanksi, bahwa sanksi belum dilakukan sesuai
dengan ketentuan pidana peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 pasal 29 ayat (1 dan 2)
bahwasanya :

1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam
peraturan daerah ini akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah )

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Tetapi realita di lapangan sanksi tersebut tidak ditegakkan atau dilaksanakan, yang
membuat gelandangan dan pengemis tidak jera dan mereka akan kembali turun ke
jalanan lagi yang membuat masalah tidak akan pernah terputus.

3. Faktor penghambat selanjutnya adalah berasal dari diri gelandangan dan pengemis itu
sendiri, seperti kemiskinan, cacat fisik hingga pola pikir yang selalu saja mengharapkan
belas kasih orang lain. Gelandangan dan pengemis yang telah dibina ataupun
dipulangkan oleh Dinas Sosial kerap saja datang lagi ke Kota Pekanbaru. Sehingga
proses pemulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial hanya sia-sia saja.

Kesimpulan

Terkait kerjasama penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, sesuai
dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, telah dilaksanakan
dengan cara razia rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) dan Dinas Sosial Kota
Pekanbaru. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial belum berjalan
dengan efektif. Dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di
lapangan. Karena seharusnya razia yang dilakukan dapat mengurangi jumlah gelandangan
dan pengemis di Kota Pekanbaru, namun lain halnya pada kenyataan sesungguhnya masih
banyak terdapat gelandangan dan pengemis di jalanan Kota Pekanbaru.

Terkait komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan
pengemis di Kota Pekanbaru, dari penertiban melalui razia yang dilakukan oleh Satpol PP,
dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan pembinaan bagi
gelandangan dan pengemis. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, belum sepenuhnya
efektif hal ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan.
Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, sebagian gelandangan dan pengemis tidak
mendapatkan pembinaan oleh Dinas Sosial. Mereka hanya ditempatkan di shelter, untuk di
data, kemudian hanya di nasehati dan disosialisasikan tanpa ada solusi lalu dipulangkan. Hal
tersebut yang membuat para gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan.

Terkait pembagian kerja, dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial
Kota Pekanbaru focus kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mereka bekerja
berpedoman kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan SOP , dan mereka juga
bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.

Terkait disiplin, kedua instansi mengatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP
yang berlaku dan memberikan sanksi.. Pada kenyataannya para gelandangan dan pengemis
yang telah diterbitkan kemudian diserahkan ke Dinas Sosial hanya diberikan nasehat dan
surat perjanjian yang tidak bisa menjamin hal tersebut akan dipatuhi oleh para gepeng, lalu

Anita dan Nurmasari
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 /2024 453



dipulangkan saja tanpa ada solusi. Hal ini yang membuat belum efektifnya sanksi disiplin
untuk para gelandangan dan pengemis yang membuat mereka menjadi jera.
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